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PUTUSAN
Nomor 2286/Pdt.G/2017/PA.Cbn
A=\ z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan lbu
Rumah Tangga tempat kediaman di Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan
Honor tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti

serta saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 20 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cibinong dengan Nomor Register 2286/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagaimana
tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1944/270/X1/2012, tertanggal 15
November 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama
pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)
orang anak perempuan ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga
awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis
lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
disebabkan karena :

4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan
rumah tangga;

4.2. Sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada
Penggugat;

4.4. Tergugat diketahui memiliki Wanita Ildaman Lain (WIL), yang bernama
Desy Indra Hidayatun, yang diakui sendiri oleh Tergugat dan wanita
selingkuhanya, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya
suami istri;

4.5.Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam
membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah

tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 01 Juni 2017 ,
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yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah
tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat
dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah
tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat
bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun
dan tentram dalam mabhligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah
sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat
untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas,
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat maupun

Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam

berumah tangga, juga telah memerintahkan kepada kedua pihak berperkara
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untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Datrja,

SH., akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 1 Agustus 2017 ternyata tidak

berhasil,

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan
gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, pada sidang untuk mediasi Tergugat telah hadir di persidangan,
tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, sehingga
Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1944/270/X1/2012 bertanggal 15
Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bertanggal 05-11-2012. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu kandung

Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun

lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
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- Bahwa, ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat
selingkuh/memiliki Wanita ldaman Lain (WIL), hal tersebut diakui sendiri
oleh Tergugat kepada saksi ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ranjang selama kurang lebih
3 bulan;

- Bahwa, saksi sebagai keluarga bersama besan sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 orang anak:

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang atau
sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan
wanita lain hal itu diakui Tergugat kepada saksi ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang
lebih 3 bulan sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi
tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di
persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara
telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Mardanis Darja, SH., sebagai mana
Pasal 12 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak mungkin untuk rukun kembali, kemudian sampai sekarang
antara keduanya sudah berpisah ranjang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir pada persidangan untuk
mediasi tetapi untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak
mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi,
yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah,
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat
dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat,
merupakan Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa setempat dan

telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
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menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya
didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri maupun aduan dari Penggugat dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai
mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi
Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah
terikat oleh perkawinan yang sah pada tanggal 15 Noppemeber 2012,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
karena itu Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam
perkara a quo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga
dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, perkara a quo termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan
Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat,
masing-masing keterangannya tersebut saling mendukung dan bersesuaian
yaitu sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita
lain, sekarang antara kedua pihak telah berpisah ranjang selama 3 bulan,
kedua pihak berperkara sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum

tetap;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh
mediator Drs. Mardanis Darja, SH. akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim
berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti
tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), yaitu membentuk mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari
mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan
perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Figh yang berbunyi :

e auldall aate e ls mlladll

Artinya : Menolak mafsadat (kemudhsaratan) itu lebih diutamakan dari pada
mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain
shughraa, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fighus Sunnah Jilid I
halaman 248 yang berbunyi :
e\}améuagm AN o S GJU'}\ <l yie) 7«;}}\3\3&“5@&\ e Ll e cid 13la

AL Ak il bagin = Sba V) (e (i W e 5 Ll Bl g 3 piall
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada

bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri

merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu
dengan talak satu ba’in ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk
menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut
tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat; ) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan
salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2286/Pdt.G/2017/PA.Chn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2017
M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 H., oleh Kami Drs. Kuswanto,
S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Dr. Nasich Salam
Suharto, Lc., LLM., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Maksum, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
Anggota I, Anggota I,
Ttd Ttd.
Drs. Arwendi Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.
Maksum, S.Ag

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

_ Jumlah Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2286/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2286/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



